WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR /< TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENGAWASAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang: a.

Mengingat:

1.

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Arsip
Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun
2024,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Tim Pengawasan Arsip Dinamis Di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukel_n
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N.egara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratura.n
Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2010 Nomor 5);



Menetapkan:

KESATU
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KETIGA

KEEMPAT

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangllcat Daferah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2023 Nomorl4);

MEMUTUSKAN:

Tim Pengawasan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan Pengawasan
Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. menyusun Jadwal Pengawasan Arsip Dinamis di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin;

c. melaksanakan Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan

d. membuat laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali
Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan
Pengawasan Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Kota

Banjarmasin pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal - - oiunrs 2024
WALI KOTA BANJARMASIN g
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IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR (2 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGAWASAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Tim

1. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Pengarah

2. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Penanggung Jawab
Kota Banjarmasin

3. | Sekretaris Dinas  Perpustakaan dan Ketua
Kearsipan Kota Banjarmasin

4. | Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Sekretaris

2

9

10

Kearsipan  Dinas  Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Banjarmasin

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Anggota
Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Banjarmasin

Inspektorat : Nanda Dharmawan, SE Anggota
Arsiparis Ahli Muda Anggota
Fauzannah, SE

Abdul Kadir Jailani, S.Sos
Yulis Syaifa, S.Sos
Wahidah, S.Sos

e. Yuspiansyah, S.Sos

f. H. Baironi Rakhman, SE

0 o p

Penyuluh Kearsipan : Dian Febriyanti, SE Anggota
Pranata Kearsipan : Samiah, A.Md Anggota
Pelaksana Kearsipan Anggota

a. Rizky Auliana, S.S.T. Ars
b. Paranita
c. Dimas P Zulkarnain, S.Kom

WALI KOTA BANJARMASIN,

——
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